Bacaan : 
Peran Pemerintah dalam Ekonomi Kerakyatan

DEINDUSTRIALISASI UMKM
Sikap pro dan kontra terhadap kenaikan harga BBM masih bergaung. Kebijakan ini bukan hanya memicu naiknya biaya transportasi dan berbagai harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini telah memberikan dampak kenaikan suku acuan bunga bank (BI Rate) menjadi 7,75. Kenaikan BI Rate diprediksikan akan diikuti dengan kenaikan suku bunga bank di berbagai lembaga perbankan. Selain itu dampak tidak langsung kenaikan harga BBM ialah naiknya upah tenaga kerja dan biaya bahan baku. Realita yang akan memberatkan pelaku UMKM.
Selama ini, sektor UMKM memiliki strategi survival yang cukup baik di dalam mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang menghambat pengembangan usaha mereka. Masa krisis ekonomi 1998 maupun krisis Eropa beberapa tahun yang lalu adalah contoh nyata. Kali ini para pelaku UMKM juga akan melakukan berbagai strategi. Mulai dari efisiensi hingga menaikkan harga jual produk. Namun demikian tidak sedikit pelaku UMKM yang menutup usahanya karena tidak kuat menanggung biaya produksi. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia menyatakan bahwa kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya logistic sebesar 10-15% terutama untuk pengiriman domestik. Dengan berbagai kendala tersebut diperkirakan sector UMKM akan mengalami kesulitan di dalam meningkatkan daya saing mereka menjelang pemberlakuan  ASEAN Economic Community (MEA) tahun 2015.  Apalagi pada awal tahun depan, kebijakan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang baru akan mulai diberlakukan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya deindustrialisasi UMKM.
Salah satu kendala sector UMKM di dalam berdaya saing selama ini dikarenakan aspek produksi yang tidak mendukung misalnya keterbatasan bahan baku, tingginya suku bunga, lemahnya standarisasi/sertifikasi produk dan beban upah yang tinggi. Hasil studi yang dilakukan Pusat studi ASEAN Fisipol UGM mengenai kesiapan pelaku UMKM DIY dalam menghadapi MEA di sector industry pangan menunjukkan bahwa permasalahan sertifikasi masih menjadi kendala. Dari 400 responden yang disurvei baru 54% yang memiliki sertifikasi., itupun sebagian besar didominasi dengan SPIRT (sertifikasi produk industry rumah tangga sebesar 54%)
Sedangkan pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal dari MUI/BPOM serta HACCP masih minim . Pelaku UMKM tentu akan lebih memilih mengalokasikan dana yang mereka miliki untuk mempertahankan usaha daripada mengurus legalitas produk.  Ironis, mengingat sertifikasi dan standarisasi produk ini menjadi syarat penting  produk UMKM dalam berdaya saing. Dengan gambaran tersebut, tampaknya sulit bagi produk UMKM untuk memiliki daya saing di MEA. Pelaku-pelaku UMKM di Indonesia mungkin dapat mengembangkan keunggulan komparatif akan tetapi tanpa membangun keunggulan kompetitif produk UMKM kita akan sangat sulit bersaing. Hasil riset yang dilakukan oleh perusahaan komunikasi global Cohn dan Wolfe yang dipublikasikan dalam laporan bertajuk Authentic Brands 2014 menunjukkan bahwa 40% konsumen Indonesia lebih suka merek ternama. Fakta tersebut seharusnya menjadikan emerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap dampak kenaikan harga BBM terhadap UMKM. Sayangnya sudah hamper sebulan Kabinet Kerja dilantik, Kementrian Koperasi dan UMKM dan Kementrian yang terkait dengan UMKM belum memiliki gebrakan yang berarti di dalam mengangkat sector UMKM. Di dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM pun cenderung tidak terlihat kebijakan-kebijakan khusus yang diperuntukkan untuk UMKM agar memiliki daya tahan yang kuat. Kompensasi  atas kenaikan BBM melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera juga tidak akan memiliki dampak langsung terhadap penguatan kapasitas pelaku UMKM. Karena semua itu untuk pemenuhan kebutuhan primer mereka.
Perlu ada kebijakan pemerintah agar sector UMKM dapat terus memiliki daya saing di tengah iklim nisnis yang kurang kondusif. Mengharapkan keberhasilan dari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian  masih terlalu lama padahal tantangan deindustrialisasi UMKM ada di depan mata. Dalam jangka pendek, kebijakan-kebijakan insentif produksi seperti insentif untuk standarisasi/legalitas produk, insentif bahan baku, insentif promosi dapat dilakukan. Tanpa kebijakan-kebijakan tersebut akan sangat mungkin pada tahun 2015 Indonesia hanya akan menjadi pasar produk-produk Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Kini komitmen kerakyatan yang selalu didengungkan Jokowi selama masa kampanye patut untuk ditunggu.
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